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SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling
terhubung dan berbasis elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi dapat dilakukan secara
lebih terstruktur. Pemerintah daerah dituntut mampu menyediakan data yang akurat, mutakhir,
dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap keputusan berbasis pada informasi yang valid.
Hal ini penting karena kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akan memengaruhi kualitas
perencanaan, pengendalian, serta kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Sistem
informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, mempermudah
penyusunan laporan, memperkuat dokumentasi, dan mendukung pelayanan kepegawaian yang
lebih efektif. Namun, keberhasilan penerapan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas
sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kestabilan jaringan, integrasi sistem, serta
komitmen organisasi.
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SIPD was developed to provide interconnected, electronic-based regional government
information services. This system allows for a more structured planning, budgeting,
implementation, administration, reporting, and evaluation process. Regional governments are
required to provide accurate, up-to-date, and accountable data so that every decision is based on
valid information. This is crucial because the quality of the information generated by the system
will impact the quality of planning, control, and performance of regional apparatus organizations.
This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that the
information system helps accelerate work processes, improve data accuracy, simplify report
preparation, strengthen documentation, and support more effective personnel services. However,
the success of information system implementation is greatly influenced by the quality of human
resources, technological infrastructure, network stability, system integration, and organizational
commitment.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan
perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan daerah tidak lagi cukup dikelola secara
manual, tetapi harus berbasis data, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk
transformasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berdasarkan
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi
pemerintahan daerah, termasuk informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan
informasi pemerintahan daerah lainnya. Regulasi ini menunjukkan bahwa SIPD bukan hanya aplikasi
administratif, tetapi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
lebih efektif dan terintegrasi.

SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung
dan berbasis elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah daerah
dituntut mampu menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap
keputusan berbasis pada informasi yang valid. Hal ini penting karena kualitas informasi yang dihasilkan
oleh sistem akan memengaruhi kualitas perencanaan, pengendalian, serta kinerja organisasi perangkat
daerah.

Dalam konteks organisasi pemerintahan daerah, keberadaan SIPD sangat berpengaruh terhadap
kinerja pegawai. Pegawai tidak hanya dituntut memahami tugas administratif, tetapi juga harus mampu
mengoperasikan sistem digital, menginput data secara tepat, menyusun dokumen sesuai prosedur, serta
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memastikan kesesuaian data dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan SIPD
menuntut adanya perubahan pola kerja pegawai dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi
informasi. Perubahan ini berpotensi meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, akurasi data, dan
transparansi kerja pegawai apabila sistem digunakan secara optimal.

BKPSDM Kabupaten Dairi sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola aparatur
pemerintah daerah. Tugas BKPSDM berkaitan dengan pengelolaan data pegawai, pengembangan
kompetensi, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, mutasi, promosi, serta pelayanan kepegawaian
lainnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kualitas data dan kecepatan pelayanan menjadi faktor
penting. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi, termasuk SIPD, menjadi bagian penting dalam
mendukung efektivitas kerja pegawai BKPSDM.

Namun, penerapan SIPD di lingkungan perangkat daerah tidak selalu berjalan tanpa kendala.
Dalam praktiknya, penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah sering menghadapi beberapa
persoalan, seperti kemampuan pegawai yang belum merata dalam mengoperasikan aplikasi,
keterbatasan pemahaman terhadap fitur sistem, kendala jaringan internet, keterlambatan input data,
kesalahan pengisian data, serta kurangnya koordinasi antarbidang. Kondisi tersebut dapat menghambat
efektivitas penggunaan SIPD dan berdampak pada kinerja pegawai, terutama dalam aspek ketepatan
waktu, kualitas hasil kerja, akurasi data, dan tanggung jawab pekerjaan. Permasalahan lain yang sering
muncul adalah masih adanya pegawai yang menganggap sistem informasi hanya sebagai kewajiban
administratif, bukan sebagai alat kerja strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja
organisasi. Jika SIPD hanya digunakan sebatas untuk memenuhi kewajiban input data, maka manfaat
sistem tidak akan optimal. Sebaliknya, jika SIPD dimanfaatkan secara baik, maka sistem ini dapat
membantu pegawai bekerja lebih cepat, mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat koordinasi,
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Kinerja pegawai merupakan aspek penting dalam keberhasilan organisasi pemerintahan. Pegawai
yang memiliki kinerja baik akan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target, bekerja secara disiplin,
memberikan pelayanan yang responsif, serta menghasilkan data dan dokumen yang akurat. Dalam
pengelolaan kinerja ASN, pemerintah telah mengatur penilaian kinerja pegawai melalui PP Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa
kinerja pegawai harus dikelola secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2022) menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem
Informasi Kinerja Kepegawaian Daerah (S| KEKAH) dalam Menunjang Kinerja Pegawai di BKPSDM
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dari analisis peneliti
melalui 4 (empat) dimensi efektivitas menurut Hessel NS Tangkilisan yaitu: pencapaian target,
kemampuan adaptasi, kepuasan kerja pegawai dan tanggung jawab. Kesimpulan: Dari keempat dimensi
tersebut masih ditemukannya kendala antara lain yaitu: 1)Keterbatasan akan pengetahuan teknologi,
2)Kurangnya kesadaran dan disiplin pegawai, 3)Kurangnya pengawasan dan ketegasan atasan.
Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 1)Sosialisasi dalam rangka
peningkatan pengetahuan teknologi, 2)Penyempurnaan regulasi,

3)Meningkatkan ketegasan atasan. Kata kunci: Efektivitas, SI KEKAH, Pengelolaan
Kepegawaian.nBerdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap penerapan SIPD di BKPSDM Kabupaten
Dairi menjadi penting dilakukan. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana SIPD telah
digunakan dalam mendukung pekerjaan pegawai, kendala apa saja yang dihadapi dalam
penggunaannya, serta bagaimana sistem tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja
pegawai. Penelitian ini juga penting karena keberhasilan sistem informasi pemerintahan daerah tidak
hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan
organisasi, kualitas data, sarana prasarana, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam menggunakan
sistem secara konsisten.

Dengan demikian, penelitian mengenai Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk
Meningkatkan Kinerja Pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi memiliki relevansi akademik dan praktis.
Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara
pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah dengan kinerja pegawai. Secara praktis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BKPSDM Kabupaten Dairi dalam
mengoptimalkan penggunaan SIPD, meningkatkan kompetensi pegawai, memperbaiki proses kerja, serta
memperkuat kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Transformasi digital pada lingkungan pemerintahan juga menuntut adanya perubahan cara
pegawai memandang data dan informasi sebagai bagian dari proses kerja. Data yang tersimpan dalam
sistem tidak hanya berfungsi sebagai arsip elektronik, tetapi menjadi dasar untuk melakukan koordinasi,
pemantauan, penyusunan laporan, serta pengambilan keputusan. Dalam konteks BKPSDM Kabupaten
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Dairi, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena administrasi kepegawaian berkaitan dengan
data aparatur yang harus akurat, diperbarui secara berkala, dan dapat ditelusuri ketika dibutuhkan. Oleh
sebab itu, penggunaan SIPD perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kerja yang membantu
pegawai menjaga konsistensi proses, mengurangi pengulangan pekerjaan, dan memperkuat keteraturan
dokumentasi dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi pada dasarnya tidak secara otomatis
menghasilkan kinerja yang lebih baik. Manfaat teknologi sangat bergantung pada kemampuan pengguna,
kesesuaian sistem dengan kebutuhan pekerjaan, serta kedisiplinan dalam menjalankan prosedur yang
telah ditetapkan. Mangkunegara (2017) menempatkan kinerja sebagai hasil kerja yang berkaitan dengan
kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas, sedangkan Santoso dan Wijaya (2022) membahas
pemanfaatan teknologi informasi dalam kaitannya dengan kinerja perangkat. Dengan demikian, ketika
SIPD digunakan dalam aktivitas kerja BKPSDM, penilaiannya tidak cukup hanya melihat apakah aplikasi
telah tersedia, tetapi juga perlu melihat apakah penggunaan sistem membantu pegawai bekerja lebih
cepat, lebih tepat, lebih tertib, dan lebih mampu memenuhi target pekerjaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan pegawai menghadapi perubahan proses kerja
dari pola manual menuju pola kerja digital. Perubahan tersebut dapat memunculkan kebutuhan baru
berupa peningkatan literasi digital, pembiasaan penggunaan aplikasi, kemampuan melakukan verifikasi
data, serta koordinasi antarpegawai ketika terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian informasi. Purba,
Ginting, dan Sucipto (2020) menunjukkan pentingnya penguatan kemampuan sumber daya manusia
melalui pelatihan berbasis sistem informasi. Dalam penelitian ini, kesiapan pegawai dipandang sebagai
unsur yang ikut menentukan sejauh mana SIPD dapat dimanfaatkan secara konsisten. Sistem yang
tersedia akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila didukung oleh pegawai yang memahami
fungsi sistem, mampu mengatasi kendala operasional sederhana, dan memiliki komitmen untuk menjaga
kualitas data yang dikelola.

LANDASAN TEORI

Studi Literature

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang
menerima dan menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Teori ini dikembangkan oleh
Davis (1989) dan banyak digunakan untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap sistem
informasi, aplikasi digital, dan teknologi kerja berbasis komputer. Dalam konteks penelitian ini, TAM dapat
digunakan untuk menjelaskan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan
tugasnya. Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan SIPD tidak hanya berkaitan
dengan ketersediaan aplikasi, tetapi juga berkaitan terhadap kemudahan penggunaan, manfaat sistem,
sikap terhadap penggunaan sistem, serta dampaknya terhadap kinerja kerja pegawai.

Dalam kerangka Technology Acceptance Model, penerimaan terhadap teknologi terutama dapat
dipahami melalui persepsi mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan. Persepsi manfaat
menunjukkan sejauh mana pengguna meyakini bahwa suatu sistem dapat membantu meningkatkan
pelaksanaan pekerjaannya, sedangkan persepsi kemudahan berkaitan dengan tingkat keyakinan bahwa
sistem dapat digunakan tanpa menimbulkan beban usaha yang berlebihan. Pada lingkungan BKPSDM
Kabupaten Dairi, kedua aspek tersebut relevan karena pegawai akan lebih terdorong menggunakan
SIPD secara konsisten apabila sistem dipandang dapat mempercepat pekerjaan, memudahkan
pencarian data, mendukung penyusunan laporan, dan memiliki alur penggunaan yang dapat dipahami.
Sebaliknya, sistem yang dianggap rumit atau tidak memberikan manfaat langsung terhadap tugas
berpotensi menurunkan intensitas pemanfaatannya.

Sistem informasi dalam organisasi pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan proses
yang menghubungkan data, pengguna, prosedur, dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang
berguna bagi pelaksanaan tugas. Dalam penelitian ini, kualitas sistem tidak hanya dilihat dari keberadaan
aplikasi, tetapi juga dari kemampuan sistem menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan mudah diakses. Kualitas informasi menjadi penting karena kesalahan pada data awal dapat
memengaruhi dokumen, laporan, dan keputusan yang dihasilkan pada tahap berikutnya. Oleh karena itu,
kedisiplinan input, pembaruan data, verifikasi, serta pengendalian akses merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung administrasi kepegawaian.

Kinerja pegawai merupakan hasil pelaksanaan tugas yang dapat dilihat melalui kualitas pekerjaan,
ketepatan waktu, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan menggunakan sumber daya secara efekiif.
Mangkunegara (2017) menjelaskan kinerja dalam kaitannya dengan hasil kerja yang dicapai pegawai
sesuai tanggung jawab yang diberikan. Dalam lingkungan kerja berbasis digital, indikator tersebut juga
berkaitan dengan kemampuan pegawai memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menyelesaikan
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pekerjaan. Pegawai yang mampu menggunakan sistem secara tepat memiliki peluang lebih besar untuk
mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat akses informasi, dan menjaga keteraturan dokumen.
Namun, kinerja tetap dipengaruhi oleh dukungan organisasi, kompetensi pengguna, fasilitas kerja, dan
kondisi teknis yang menyertai penggunaan sistem.

Sejumlah penelitian terkait memberikan landasan bahwa pemanfaatan sistem digital dan
kemampuan aparatur perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Rahmah (2021) membahas kinerja
aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis digital, Santoso dan Wijaya (2022) mengkaji
pemanfaatan teknologi informasi dalam hubungannya dengan kinerja perangkat, sedangkan Saputra,
Wahyudi, dan Kurniawan (2024) menempatkan optimalisasi penggunaan sistem sebagai bagian dari
peningkatan kapasitas aparatur. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa teknologi tidak berdiri
sendiri, melainkan berinteraksi dengan kemampuan pengguna dan proses organisasi. Dalam konteks
penelitian ini, keterkaitan tersebut digunakan untuk memahami bahwa peningkatan kinerja melalui SIPD
memerlukan sistem yang dapat digunakan dengan baik sekaligus pegawai yang memiliki kompetensi dan
kesiapan untuk memanfaatkannya.

Dengan demikian, hubungan antara SIPD dan kinerja pegawai dapat dijelaskan melalui rangkaian
proses penerimaan dan pemanfaatan teknologi. Kemudahan penggunaan dapat mendorong pegawai
untuk lebih aktif memanfaatkan fitur sistem, sedangkan manfaat yang dirasakan dapat memperkuat
keyakinan bahwa sistem membantu pencapaian tujuan pekerjaan. Penggunaan yang konsisten
kemudian berpotensi menghasilkan proses administrasi yang lebih efisien, data yang lebih tertib, serta
koordinasi yang lebih cepat. Kerangka ini menjadi dasar untuk membaca hasil penelitian mengenai
kualitas informasi, kemudahan penggunaan, efisiensi kerja, efektivitas tugas, dan peningkatan kinerja
pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi, tanpa memisahkan aspek teknologi dari faktor sumber daya
manusia dan dukungan organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk
menganalisis dan menggambarkan secara mendalam sistem keuangan desa serta perannya dalam
meningkatkan kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan. Pendekatan kualitatif
deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik dengan menekankan
pada makna, proses, dan konteks yang terjadi di lapangan, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau
analisis statistik (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Dairi
merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kepegawaian,
pengembangan kompetensi aparatur, pelayanan data pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, mutasi,
pensiun, disiplin pegawai, serta pelayanan kepegawaian lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut,
BKPSDM membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung pengolahan data secara cepat,
akurat, tertib, dan terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
BKPSDM Kabupaten Dairi berperan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan administrasi
pemerintahan dan pengelolaan data kepegawaian. Sistem informasi digunakan untuk membantu pegawai
dalam menginput data, mengakses informasi, menyusun laporan, memproses dokumen, serta
mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara.
Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah memberikan perubahan terhadap pola kerja pegawai.
Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai diarahkan menjadi lebih digital,
terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Hal ini berdampak pada peningkatan ketertiban administrasi,
pengurangan penggunaan dokumen fisik, serta percepatan proses pelayanan internal maupun eksternal.

Kualitas Informasi yang Dihasilkan Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah membantu pegawai
dalam memperoleh data dan informasi yang lebih cepat. Informasi yang dihasilkan sistem dapat
digunakan untuk mendukung penyusunan laporan, pemantauan data pegawai, serta pelaksanaan tugas-
tugas administrasi kepegawaian. Kualitas informasi yang baik terlihat dari beberapa aspek, seperti
keakuratan data, kelengkapan informasi, ketepatan waktu, dan kemudahan akses. Pegawai dapat
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memperoleh data yang dibutuhkan tanpa harus mencari berkas secara manual. Hal ini membantu
mempercepat pekerjaan dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Namun, kualitas informasi masih
sangat bergantung pada ketepatan input data. Apabila data awal yang dimasukkan tidak lengkap atau
tidak diperbarui secara berkala, maka informasi yang dihasilkan sistem juga dapat menjadi kurang akurat.
Oleh karena itu, kedisiplinan pegawai dalam memperbarui data menjadi faktor penting dalam menjaga
kualitas sistem informasi.

Kemudahan Penggunaan Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor penting dalam
keberhasilan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah. Pegawai yang memahami cara
menggunakan sistem cenderung lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan lebih mampu memanfaatkan
fitur yang tersedia.Sistem informasi dinilai membantu pegawai apabila tampilan sistem mudah dipahami,
menu tersusun dengan jelas, dan alur penggunaan tidak terlalu rumit. Kemudahan penggunaan juga
dipengaruhi oleh pengalaman pegawai, pelatihan yang diberikan, serta dukungan teknis dari operator
atau bagian yang memahami sistem. Meskipun demikian, masih terdapat pegawai yang membutuhkan
pendampingan dalam menggunakan sistem, terutama pegawai yang belum terbiasa dengan aplikasi
digital atau fitur tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan digital pegawai tetap
diperlukan agar sistem informasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Efisiensi Proses Kerja Pegawai

Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap efisiensi kerja
pegawai. Sistem membantu mengurangi proses kerja yang berulang, mempercepat pencarian data,
memudahkan penyimpanan dokumen, serta mempercepat penyusunan laporan. Sebelum penggunaan
sistem informasi, proses administrasi sering memerlukan waktu lebih lama karena data harus dicari
melalui arsip fisik atau dokumen manual. Dengan adanya sistem informasi, pegawai dapat mengakses
data secara lebih cepat sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat. Efisiensi juga
terlihat dari berkurangnya penggunaan kertas, meningkatnya kecepatan koordinasi antarbagian, serta
kemudahan dalam memantau status pekerjaan. Namun, efisiensi tersebut dapat terganggu apabila
sistem mengalami gangguan jaringan, server lambat, atau fitur aplikasi belum berjalan optimal.

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi. Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai target waktu, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan kualitas laporan. Sistem
informasi membantu pegawai dalam memastikan bahwa data yang digunakan lebih tertib dan
terdokumentasi. Hal ini mendukung akurasi pekerjaan, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan
ketepatan data kepegawaian. Dengan sistem informasi, proses kerja menjadi lebih terarah karena
pegawai dapat mengikuti alur kerja yang telah tersedia dalam aplikasi. Namun, efektivitas sistem masih
dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal
apabila pegawai belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakannya. Oleh karena itu,
efektivitas penerapan sistem sangat bergantung pada kesiapan pegawai, pelatihan, dukungan pimpinan,
dan ketersediaan fasilitas teknologi.

Peningkatan Kinerja Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah
berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Peningkatan kinerja terlihat dari beberapa aspek,
yaitu meningkatnya kecepatan kerja, ketelitian dalam pengolahan data, ketepatan waktu penyelesaian
tugas, serta kemampuan pegawai dalam menyusun laporan secara lebih baik. Kinerja pegawai juga
meningkat karena sistem informasi memudahkan koordinasi dan komunikasi kerja. Pegawai dapat
mengakses data yang sama, meminimalkan perbedaan informasi, dan mempercepat proses administrasi.
Dengan demikian, sistem informasi mendukung terciptanya pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.
Meskipun demikian, peningkatan kinerja belum sepenuhnya merata pada seluruh pegawai. Perbedaan
kemampuan penggunaan teknologi, tingkat pemahaman terhadap sistem, serta kebiasaan kerja manual
masih menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Pembahasan
Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Mendukung Kinerja Pegawai

Sistem informasi pemerintahan daerah berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja
pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi. Sistem ini membantu pegawai dalam mengelola data,
mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi informasi, serta mempermudah penyusunan
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laporan. Dengan adanya sistem informasi, pekerjaan pegawai menjadi lebih terstruktur dan
terdokumentasi. Kinerja pegawai dalam organisasi pemerintahan tidak hanya dinilai dari banyaknya
pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan
kemampuan menggunakan sumber daya secara efisien. Sistem informasi pemerintahan daerah menjadi
salah satu instrumen yang dapat membantu pegawai mencapai indikator kinerja tersebut. Dalam konteks
BKPSDM, data kepegawaian harus dikelola secara akurat karena berkaitan dengan hak, status, dan
pengembangan karier aparatur sipil negara. Kesalahan data dapat berdampak pada pelayanan
kepegawaian. Oleh karena itu, sistem informasi membantu meningkatkan ketelitian dan akuntabilitas
dalam pengelolaan administrasi pegawai.Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dapat
meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena proses kerja menjadi lebih cepat dan sederhana. Pegawai
tidak perlu lagi sepenuhnya bergantung pada arsip fisik atau proses manual yang membutuhkan waktu
lama. Data yang tersimpan dalam sistem dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Efisiensi kerja terlihat
dari pengurangan waktu pencarian data, percepatan penyusunan laporan, dan pengurangan kesalahan
akibat pencatatan manual. Selain itu, sistem informasi juga membantu mengurangi pekerjaan yang
bersifat repetitif sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas analisis dan pelayanan. Namun, efisiensi
ini hanya dapat tercapai apabila sistem berjalan stabil. Gangguan teknis seperti jaringan lambat, aplikasi
error, atau keterbatasan perangkat dapat menghambat proses kerja. Oleh karena itu, peningkatan
infrastruktur teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi kerja pegawai. Efektivitas kerja
pegawai berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tugas sesuai tujuan dan target yang telah
ditetapkan. Sistem informasi pemerintahan daerah mendukung efektivitas kerja karena menyediakan
data yang lebih akurat dan proses kerja yang lebih terarah.

Melalui sistem informasi, pegawai dapat mengetahui tahapan pekerjaan, memantau data, dan
menyusun laporan berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini membantu pegawai bekerja lebih terukur
dan mengurangi ketidaksesuaian data. Dalam pelayanan kepegawaian, efektivitas sangat penting karena
masyarakat internal pemerintahan, yaitu ASN, membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Akan
tetapi, efektivitas sistem tetap bergantung pada kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem.
Pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam
menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem menjadi
faktor penting. Salah satu manfaat utama sistem informasi pemerintahan daerah di BKPSDM Kabupaten
Dairi adalah peningkatan akurasi data kepegawaian. Data pegawai yang lengkap, benar, dan terbaru
sangat penting dalam pengambilan keputusan, seperti mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pensiun, dan
pengembangan kompetensi. Sistem informasi membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan
karena data dapat disimpan dalam format digital dan diperbarui secara berkala. Selain itu, sistem juga
memudahkan proses pencarian dan verifikasi data. Dengan demikian, sistem informasi mendukung
pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Namun, akurasi data sangat bergantung pada kualitas
input. Jika pegawai tidak teliti dalam memasukkan data, sistem tetap dapat menghasilkan informasi yang
keliru. Oleh sebab itu, penerapan sistem harus disertai dengan pengawasan, validasi data, dan
pembaruan informasi secara rutin. Untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui sistem informasi
pemerintahan daerah, BKPSDM Kabupaten Dairi perlu melakukan beberapa upaya. Pertama,
meningkatkan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai agar seluruh pegawai memiliki kemampuan
digital yang memadai. Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi perlu dilakukan secara berkala
mengikuti perkembangan sistem. Kedua, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi, seperti jaringan
internet, perangkat komputer, server, dan sistem keamanan data. Infrastruktur yang baik akan
mendukung kelancaran penggunaan sistem dalam pekerjaan sehari-hari. Ketiga, memperkuat
pengawasan dan evaluasi penggunaan sistem. Pimpinan perlu memastikan bahwa sistem benar-benar
digunakan secara optimal dan tidak hanya menjadi formalitas administratif. Evaluasi dapat dilakukan
dengan melihat kecepatan penyelesaian tugas, tingkat kesalahan data, dan kepuasan pengguna
layanan. Keempat, mendorong budaya kerja digital di lingkungan BKPSDM. Pegawai perlu dibiasakan
untuk bekerja berbasis data, menggunakan sistem secara konsisten, dan mengurangi ketergantungan
pada dokumen manual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi. Sistem informasi
membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, mempermudah penyusunan laporan,
memperkuat dokumentasi, dan mendukung pelayanan kepegawaian yang lebih efektif. Namun,
keberhasilan penerapan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia,
infrastruktur teknologi, kestabilan jaringan, integrasi sistem, serta komitmen organisasi. Oleh karena itu,
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peningkatan kinerja pegawai melalui sistem informasi harus didukung oleh pelatihan, pendampingan,
pengawasan, dan pengembangan budaya kerja digital.

Saran

Meskipun sistem informasi memberikan banyak manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan
kemampuan sebagian pegawai dalam menggunakan teknologi, gangguan jaringan internet, keterbatasan
perangkat pendukung, serta belum optimalnya pelatihan Adanya kebiasaan kerja manual. Sebagian
pegawai mungkin merasa lebih nyaman menggunakan cara lama, sehingga proses adaptasi terhadap
sistem digital membutuhkan waktu. Perubahan budaya kerja dari manual ke digital memerlukan
komitmen pimpinan dan kesediaan pegawai untuk belajar.
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